TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH NOMOR 7
PERATURAH BUPATI NOMOR 55 ~ TAHUN 20T
—— J

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
GARIS SEMPADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. ba.hwa.. untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang
serasi, selaras, dan bérkesinambungan berdasarkan
perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu,
maka 'pengaturan jarak bangunan dari jalan, pantai,
sungai, ééluran irigasi, mata air, rawa dan jaringan

'list_rik_a_rus_ kuat tegangan tinggi perlu 'dilakui(an
penataan dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang — undangan yang berlaku;
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b. bahwa garis sempadén dan peruntukan

Mengingat: 1.

=0,

tanah pada masing - masing Jalan, Pantaj S
" PUNgaj

Saluran irigasi, mata air, rawa dan jaringan stk -,
kuat tegangan tinggi dalam wilayah KabUpaten LUWJ
disesuaikan  dengan perkembangan keadag,
sekarang dan yang akan datang;

bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaiman,
dimaksud dalam huruf 1 dan huruf b, perly

‘membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwuy

tentang Garis Sempadan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tit-wgkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahah Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-+ Nomor2034);, . .
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3.

tentand Perindustrian

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
hun 1984 Nomor 22,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274),
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Négai’a Republik Indonesia Nomor 3888).
sebagaimana telaﬁ diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004 tentang Penetahan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

: Undang-U'ndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2004 Nomor_ 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ,_

Indonesna Nomor. 4421); _ .
‘ 9. Undang-undang Nomor 32

.
........
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a. Undang-undang Nomor 32 Tahtfn 2004 tfentan
paerah (Lembaran Negara Republik Indonesig Tahy
125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indones;
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang.u
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indoneg;
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R

Nomor 4844); ‘

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahyn 2004 tentang Jalan
| Negara Republik Indonesia Tahyn 2004 No
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 te

pemeri
N 2004

o)

ndang NOmOr
a Tahy,

mor 132
r 4444);

ntang Penataan Ruang

Tahun 2007 Nomor 8
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725,

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
i
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecij (Lembaran Negara Republt

(3
a Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Neg2
lndonesia Nomor 4726);

Undang Nomor 26 Tahun 2007 te
(Lembar

an Negara Republik Indonesia
Tambahan 1

13, Undang_
Wilayah
Indones;
Republik

.
et
att
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. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentand Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4959),
. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

: Undang-Undal.'lg; Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025; .
. Und‘ang-Undéng Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

“(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); -
. Undang-Undang Nomo-r 32 Tahun 20'09 tentang Perlindungan dan
Pengeloiaan Lingkungan Hidup (Lembarén Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
'Republik Indonesia Nomor 5059); g -

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesijg

Nomor 5188); - -

e
........
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Un dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanglp.;.,mb‘,entk
20. k. Perundang-undangan (Lembaran Negara Ren, ban
UDJjk

peratu
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarap Nega

Republik Indonesia Nomor 5234);

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe'aksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

92 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran |
Negara Republik Indonesia Nomor 3776): - |

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,

* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Sempadan
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

#. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
P ¢HC_emaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara

‘ Republik Indonesia Nomor 3816);

'

.-
............
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Le

' Republlk Indonesua Nomor 4833)

7-

g tentang Analisis

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 199
Republik

Mengenai - Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara _

Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan’ Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
mbaran Negara

Republik IndoneS|a Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 3934);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4655);

Peraturan P.em‘enntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi
dan -Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - (Lembaran Negara
Republik Indonééié Tahun 2007 - Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

32. Peraturan PreS|den
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residen Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pe”QESah

peratu n P dan Penyebarluasan Peraturan Perun o
pengund gan Jang.
Undangzg' presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pengg,
y ::::t:ussagf Kawasan Industrh
14 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tep,,,
| penyelenggaraan Penataan Ruang di Daeran

55 peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun _2,005 tentang

sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang

Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Teta Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tatg Ruang Daerah; |

% Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentand

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

4 :
0. Peratyran Menter; Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 enr
Pemasangan Utilitas;
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Menhut’ -1/ 2010
Nomor P. 32/
dan

41. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35 /
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan
Menhut-1/2009 tentang Penyusunan Tehnik Rehabnhtam Hutan

Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS),

42 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005

tentang Garis Simpadan Jalan;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu: _

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU ,
- dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN,
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palam perat
1 Daerah adala

A

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
yran Daerah ini yang dimaksud dengan ;

h Kabupaten Luwu.
pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan iy

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Penwa,,
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembansy,:
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsig
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud da!ar;"
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Bupati adalah Bupati Luwu.

"Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebag

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, _yang' selanjutnya dising

DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Us”

P?"Yelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas Kabupaten yang terkait adalah Dinas yang diserahi tug® o

:3:3:;"9 J'El-wafb di bidang masing — masing sesuai tugas pokok .
~2sinya di wilayah Kabupaten Luwu.
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7. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR
adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yand selanjutnya
disingkat RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan
ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola |
ruang wilayah Kabupaten Luwu. -

9. Garis Sempadan adalah - garis batas maksimum pendirian
bangunan, jalur jalan, pantai, sungai, saluran irigasi, dan jaringan
listrik arus kuat tegangan tinggi. -

10. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan jalan,
pantai, sungai, saluran irigasi, dan jaringan listrik arus kuat tegangan
tinggi yahg mempunyai rr-]anfaat‘penting untuk mempertahankan
kelestarian, kearrianan, ketertiban, keindahan dan kebersihan fungsi

jalan-jalan tersebut.
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang meliputi

bagian jalan termasuk bangunan-bangunan pelengkap yang

- .

diperuntukan bagi lalu- lintas.
12. As jalan adalah “suatu gans yang timbul di tengah-tengah |ebar

perkerasan jalan rencana jalan.
‘- ] . . .
13. Sungai adalah jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampa;j

muara dengan dibatasi: kanan dan klnnya sepanjang pengahrannya

oleh garisisempadan. - :
’ 14. Irigasi adalah,

s
........
.
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alah usaha penyediaan dan .pengaturan g u
¢ n

14. Irigas! tug

menunjang

ungai /
15. Talud S : irigasi yang menahan air baj
kanan sung@ / saluran irigasi yangd k berpe,

nggul maupun tidak berbentuk tanggul.
ta asi adalah saluran dan bangunan yang merupaks, o

pertanian.

saluran irigasi adalah penampang basah bagia, y
In

tuk

16. Jaringan Ing g men
kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi my,; .

penyediaan, pengembalian,  pembagian,  pemberian dan
penggunaannya.

17 Jalir Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi adalah syag jalur
permukaan tanah yang terletak sepanjang aliran kabel listrik arns
kuat tegangan tinggi.

18. Tanggul adélah bangunan pengendali sungai yang dibangun

~ dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar
sungai terhadap limpasan air sungai.

- 19. Instansi Terkait adalah instansi baik -pusat maupun daerah yang
 terlbat dalam penanganan garis sempadan. |
20. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan cit

cirf perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah ja"
Masuk dibatasi secarg efesien.

21. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan penyampaiaﬂ/

| ;:‘i"pembggian dengan ciri-ciri- perjatanan jarak sedang, kecepatdn e

- asedang gan jumlah jalan masyk dibatasi, -

| ‘22. Jalan Lokal."
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gan -

elayani angkutan setempat den

22. Jalan lokal adalah jalan yang m
dah dan

ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata ren

jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetépan garis‘. sempadan dimaksudkan sebagai upaya agar

kegiatan perlindungan, pengembangan dan pengendalian,

pengamanan atas jalan, pantai sungai, jaringan irigasi, mata air,

rawa dan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dapat

dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

(2) Penetapan garis s$empadan bertujuan agar :

| a fungsi jalan, pantai, sungai, saluran irigasi, mata air, rawa dan
jaringan listrik arus kuat kteg'angan tinggi tidak terganggu oleh
aktifitas 'yang"berkembang disekitarnya;

b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat jalan,

pantai sungai, saluran irigasi, jaringan listrik dapat memberikan

hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fisik dan

kelangsungan fungsinya.
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~_ BABII
GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Pertama
Garis Sempadan Jalan

Pasal 3

(1) Garis Sempadan  Jalan ditetapkan  berdasarkan fungg

- perhubungannya dalam suatu jaringan jalan;

(2) Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) faringar

jalan di wilayah kabupaten terdiri atas:

a. jalan arteri; .
b. jalan kolektor;
~c. jalan lokal. |
(3) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf ¢
diklarifikasikan ~ sebagai berikut : |
1. Jalan lokal kelas | yaitu jalan Kabupaten yang memiliki Daere
Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 7 M:
~ 2. Jalan Lokal kelas Il yaitu jalan Kecamatan yang memiliki Daerd!
Manfaat Jalan (DAMAJA) 5 M:
3. Jalan L : e
L okal kelas ||| yaitu jalan Desa/Kelurahan yand meft
ol _e_aeqah Manfaat Jalgn (DAMAJA) antara 3 M. - -‘

il

(4). PengelomPOkan"""”
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' oK
(4) Pengelompokan jalan dalam wilayah kabupaten ke dalam ke"’mpf
c
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan hurd
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Lingkup Garis Sempadan Jalan meliputi aspek, adalah :

(1)
. lebar badan jalan;
. tinggi dan kedalaman ruang bebas pada jalan;

a
b

c. saluran tepijalan;

d. ruang manfaatjalan;
e

. ruang milik jalan.
Pernistapan Garis Sempadan jalan dltetapkan dari As jalan ke

(2)

sebelah kiri dan kanan, adalah sebagai berikut :

a. jalan arteri:
1. lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter

2. lebar ruang pengawasan jalan kurang lebih 15 (llma belas)

meter

b. jalan kolektor :
1. lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembllan) meter

2. lebar ruang pengawasan jalan kurang lebih 10 (sepuluh)
meter i . :

(3) Ketentuan..;.........:_:_
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jarak garis sempadan jalan pada jenis banguna, -
|

tuan '

(3) Kete? angan,pertokoan/perusahaan, perumahan, kan‘:zn
perd?i"ha‘an bungalow hO(el, peribadatan. Pendidikan' keSehatar'
nstii n,

r, dan bengkellpabrik;

+ indust
reasi, indus , .
- dan jalan sebagaimana dimaksud Pada ayat

sempa

2
dengan fungsi jalan, )

(4, Jamk gan's
ditetapkan SesUal

Bagian Kedua
Garis Sempadan Pantai

Pasal 5
(1) Garis sempadan pantai lebarnya proposional dengan bentuk dan
kondisi fisik pantai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus)
~ meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

(2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadar
ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi 13

ke arah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.

| Bagian Ketiga
Garis Sempadan Sungai
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paragraf 1
Sungai Bertanggul

Pasal 6

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

a.
. sungai bertanggul di dalam‘kawasan perkotaan;

b
" C.
d. sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan.

(1)

sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;

sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan;

-Pasal 7
Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagali berikut :

a. garis sempadan sungai berfungsi di luar kawasan perkotaan
sekurang-kurangnya 5 (hma) meter di sebelah luar sepanjang

kaki tanggul;
padan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan

b. garis sem
_kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar

ditetapkan sekurang

sepanjang kaki tanggul. | .
(2) Untuk peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat

bergesernya garis sempadan sungai.
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tanah negara, maka lahan yang dipery
bagal akibat dilaksanakannya ketem:n

d
) harus dibebaskan n

ghan perstatus
ul baru s€
naksud pada ayat (2

Paragraf 2
sungai Tidak Bertanggul

Pasal 8

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasz:

perkotaan didasarkan pada kriteria :
gai yang mempunyaf daerah pengalirar

(1)

a. sungai besar yaitu sun
sungai seluas 500 (lima ratus) Km? atau lebih;

b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengalirar
seluas-luasnya kurang dari 500 (lima ratus) Km=.

(2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotad’

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan :

a.
pada Sunga| besar sekurang kurangnya 100 (seratuS) meter
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5 A% ir na
(3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggu! sebagaima
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ruas per ruas dengan

mempertimbangkan ruas daerah pengairan sungai pada ruas sungali
yang bersangkutan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 9
Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan

perkotaan di dasarkan pada kriteria :

a. sungai yang mempunyqi kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter,
garis sempadan diteiapkaﬁn sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 M s/d 19 M garis
sempadan ditetapkan éekura‘ng—kurangnnya 15 M dihitung dari tepi
sungai pada waktu dltetapkan

C. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter,
garis -sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
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pasal 10

padan sungai yang terpengaruh  pasang sy,
sem

| A :
ans kura a 100 (seratus) meter dari tep; 3,
ditetapkan sekurangk rangny y -
berfungsi sebagaijalur hijau. €p

Pasal 11
(1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasap engy,
jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan Kefertyy,
konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagj kelestaiy
dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
@) Dalan;.;lal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fu
terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pag

sungai_—aan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolz
jalan.”

Bagian Keempat
Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 12
Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk bangunan diukur dar ¥
atas- tepi saluran yang tidak bertanggul atau kaki tanggul sebe!

| . -
“arsaluran / bangunan irigasi atag pembuangan dengan jarek:

coas (i | \ daf
= .__(ll;ma.) meter untuk salur an dengan kapasitas debit air 2" c

(1)

b' 3 (iiga) Metel'.,......
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" V 4 <
b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit aif 1M3 .Sl d
4 m3 / detik;

¢. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air <1 M3/

detik.
(2) Garis Sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari Sisi atau
tepi saluran yang tidak bertanggul atau kaki tanggul sebelah luar

saluran / bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :

a. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 4 M3/detik

atau lebih;

b. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 sampai
4"M3 / detik; | '

c. 1 (satu) meter untuk éaluran dengan kapasitas debit air kurang
dari 1 M3 / detik. | |

(3) Di kawasan perhbangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan b, biasa diperkecil masing-masing menjadi 4

-

dan 2 meter.- |
| Bagian Kelima
Garis Sempadan Mata Air
Pasal 13
Gans sempadan mata air ditetapkan sekurang kurangnya dengan jan—

" jari 200 (dua ratus) meter di sekltar mata air.
Bagian keenam

.........
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Bagian-Keenam
Garis Sempadan Rawa

| Pasal 14

sempadan rawa ditetapkan sekurang-kurangny, 5

Garis ; .
(1) dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

puluh) meter

(2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air 'aut,_garis Sempay,
ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter da; tepi 1z,
ke arah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.

(ﬁrna

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Jaringan Listrik
Arus Kuat Tegangan Tinggi

Pasal 15

(1) Garis Sempadan Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Ting
diterapkan dari As jalan Kabel Listrik.
(2)

Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetzP®
Sebagai berikyt |

a. j . t
Jarak 3 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel A Kué

.. Teqa L
L g n?a?Tlf.lglggidln-y_a‘takan sebagai jalan bebas;
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kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus

b. jarak 20.5 M ke kiri dan ke
padan

Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai garis Sem

pohon-pohonan/tanaman keras;

ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus

c. jarak 23 M
padan -

Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sem

pohonan/tanaman keras;

d.. jarak 4 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan kabel Listrik Arus
Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sempadan

Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan untuk pagar.

| Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Lahan di Daerah Garis Sempadan

Pasal 16
(1) Pemanfaatan lahan di daerah Garis Sempadan Jalan, Garis
Sempadan Pantai, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan
Jaringan Irigasi, Garis Semapadan Mata Air, Garis Sempadan Rawa
dan Garis Sempadan Listrik dapat dimanfagtkan oleh masyarakat

untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :

a. budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
b. kegiatan niag:a', peanéIia‘n ﬂdar_l penimbunan; : . - .
o T o B o “c. Pema‘sangan........,

-

¢
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masangan papan el

) perta rambu-rambu pekerjaan,
S

angan rentangan kabel listrik, kabel telepon dqy, .

me. papan penyuluhan dap Per
| "ty

Pa 5

d- pemas i

minumn,

e. pemancangan tiang dan atau pondasi prasarana jalan
. '

jembatan,
f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosia
kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampag -

merugikan lingkungan; dan

g- pembangunan prasarana laiu lintas air dan bangun

pengembalian dan pembuangan air.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haus
memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati, dengan syarat-sya
yang diperlukan;

) Bupati dapat menentukan suatu ruas di daerah sempadan untk
membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan pengairan fore
di |
Perlukan, - dengan ketentuan lahan milik perorangan fee

iperlukan dlselesalkan melalui pembebasan tanah.
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pasal 17

daerah garié sempadan

b mentaati ketentuan
f dalam usaha

' »Masyarakat yang memanfaatkan lahan di

sebagaiman dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) waiji

perundang-undangan yang berlaku, serta ikut secara akti

pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik.

BAB IV
LARANGAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 18

Daerah  Garis Sempadan' Jalan, Garis Sempadan Pantai, Garis

Sempadan Sungai, Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Garis Sempadah
Mata Air, Garis Sempadan Rawa dan Garis Sempadan Listrik dilarang :
a. membuang sampah domestik; |

b. membuang sampah industri, limbah padat dan limbah cair.

c. mendirikan bangunan semi permanen dan permanen untuk hunian

dan tempat usaha.

Pasal 19.......5
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Pasal 19

Setiap orand, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan, Sosiy
memanfaatkan, mendirikan atau memperbaijk; suatu g, " "ila;a,;
permanen dan permanen, baik secara kese'UfUhan atauan Yo,
sempadan dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaiman, 3 GQ’:.&-’
dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasa| 9, Pasal 1 P':dhu:
Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15. 1Al

¢

Bagian Kedua
Perlindungan
Pasal 20
Apabila  terjadi penyimpangan

- terhadap ketentuan sebagaimarz
imaksud dalam Pasg] 19, maka - |

a. Dinas dan atau pihgk

k yang berwenang berhak memerintahan
epada Pemiliknya ynty -

k- membongkar, membersinkan dan 2

Dipindai dengan CamScanner



-27-

g taati

b. Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaat
maka Dinas atau Pihak yang berwenang berhak secarad paksa
gunan serta

membongkar, membersihkan dan atau memindahkan ban
segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan
pasal-pasal tersebut diatas dengan biaya dibebankan kepada

pemiliknya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Penibinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, merupakan tanggung jawab

Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas dan

atau instansi terkait;

(2) Dinas dan atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib melaporkan - pelaksanakaan tugasnya kepada Bupati
dengan tembusan kepada Inspektorat kabupaten dan Camat dimana

kegiatan tersebut dilaksanakan.

¢

------
s ey
.‘..
.
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Pasal 22
Untuk kepentingan pembinaan dan Pengawasan Sebagy
i : I
gimaksud dalarm Pasal 21, seliap pemanfaatan gag,yy, sem »
wajid memberikan kesempatan kepada petugas Untuk mengaZadar
pemenksaan serta memperhatikan data yang diperluk - akap
:- BAB V!
R PENYIDIKAN
o Pasal 23

(1) Sefﬁiﬁﬁgjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pejabat -Pegawai Negeri * Sipil yang lingkup tugas dan tanggung
jaw_'qt_)nya mempunyai kéWenangan khusus sebgai penyidik,
sebagaimana dimaksud dalam KHUAP;

(2) Rejabat PPNS Sébagaimana dimaksud pada ayat (1) benvenang
untuk :-_

% Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangen "
?ﬂa’_ﬁyé tindak pidana garis sempadan:
b. nefakukan Pemeriksaan terhadap orang atau badan usa® poe

di :
'duga Melakukan tindak pidana garis sempadan,;
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c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagal saksi atau
tersangka dalam perkara tindak pidana garis sempadan;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana garis sempadan,;
f. membuat dan menandatangani berita acara dan menyampaikan

kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia |;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan
yang cukup.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan
dimulai penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik
lndqnesia; ‘

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI sesuai

dengan ketentuan dalam KUHAP.

BAB Vi
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 .

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4,

Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal
13, Pasal 14, dan Pasal 15 diancam dengan pidana Kurungan

paling lama 3. i(tiga) Bulan atau denda pahng banyak Rp.

100.000. 000 ($eratus Juta rupiah);
(2). Tindak Pidana...
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: dimaksud pad
Hana sebagaimana pada ayat (1
2 TindaK Pl:. W 2ty
ran;
pelangd® , .
:mana dimaksud pada ayat (1), disetor ke K
(3) Dend@ sebagd! 3 Negy,

) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) berly,, .
(4

pula ancam

pe undang-undangan.

an pidana sesuai dengan Kketentuan Perat
Urﬂr

. © eanwm
S * KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25-

'l.3ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan yang
-mengatur tentang izin garis sempa‘dan maka lzin Pemanfaatan Lahan
Sempadan yang dikeluarkan berdasarlgan ketentuan yang berfaku

- SGBEIUm Peraturan Daerah ini, maS|h tetap berlaku, sepanjang 2

bertentangan dengan Pearturan Daerah ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur sepanjang
mengenai teknis Pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Juli 2011
BUPATI LUWU,

Caplttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUAPATEN LUWU,

o SYAIFU[ LAM R L : W
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 7
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
GARIS SEMPADA_N
| _:. =
. ‘PENJELASAN UMUM ees

IS .-.-. PRI

| ;- Pemerintah Daerah dalam mé‘{T‘ yelenggarakan otonomi
daerahnya selain berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri
.urusan pemenntahannya juga berkewajlban untuk melindungi
masyarakatnya dari segala bentuk bahaya dan ancaman. Berbagai
jenis urusan wajib dalam pemerlntahaa_ng menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten, antara lain: =~ - .

- ¢.-*Perencanaan dan pengendalian péﬁban@ﬁnan'

-d. Perencanaan pemanfaatan dan Pengawasan tata ruang,

€& P e"‘Ye'e"'ggaraan ketertiban - umum dan ketenteramd"

-y

masyarakat:

f. Pengendalian lingkungan hidup.
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Dari berbagai urusan wajib dimaksud menunjukan bahwa

sesungguhnya pengaturan tentang Garis Sempadan merupakan
bagian dari pelayanan dasar yang wajib difasilitasi oleh Pemerintah

Kabupaten. Untuk itu penetapan Garis Sempadan ditetapkan dalam
ungan,

Peraturan Daerah dengan maksud agar kegiatan perlind
sungai

pengembangan, pengendalian, dan pengamanan atas jalan,
saluran irigasi, pantai, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi

mempunyai payung hukum yang pasti.

Dalam pada itu dalam Garis Sempadan ini materi muatannya,
meliputi :

Garis sempadan jalan;

Sungai | B
Jaringan irigasi;

Pantai;

Mata air;

Rawa; dan
Garis sempada jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi A

@ = o A o T
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Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur bahwa pada daerg),
- Da

bagi setiap orangd membuang sampah domlsnk

adan dilarang
empa imbah padat dan limbah cair, dan Mendirikq,

= mpah ,ndustrl

mi permanen dan permanen untuk hunian dan tempat

nan S€ - '
bagu ksud telah diatur dalam Pasal 4, pae,

usaha. Pelarangan yang dima
5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pagy

' " Apablla telah terjadi pelanggarat:r garls sempadan, maka
Dinas Kabupaten yang diserahi tugas dan t'anggung jawab di bldang
Tata - Ruang dan Perumahan berwenang memenntahkan kepada
pemilik - gedung/rumah  atau objék _sgm_padam lainya  untuk
membongkar, membersihkan dan atau mefnindahkan bangunan dan
lain sebagainya, hingga sampai képac_faj_i._{t:indakan paksa untuk
'm’embd}s{bkar,_ membersihkan dan ata'U":iﬁe__mindahkan bangunan
-§erta segala sesuatu di atasnya. . _: |

-—

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal2 -~

Cukup jelas

: Pasal3

o Cukup jelas ;

.....
.....
ase
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pasal 4
Ayat (1)

Sebagai pedoman masyarakat untuk tida
yang berwenang

patok tetap

k melakukan

pelanggaran garis sempadan, Kepala SKPD
atau Instansi teknis terkait wajib memasang patok-
sebagai tanda garis sempadan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud harus dibebaskan adalah bebas dari statyg
hak perorangan dan berakh menjadi aset daerah.

""""""""""
b
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‘pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
| cukup jelas

Pasal 10
Sungai-sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah

| i vy
~ ruas sungai yang terletak di dekat dan bermuara pada laut.

Pasal 11 :!:i
Cukup jelas .
L_ Pasal 12 = - -
Ny
| Cukup jelas | ?_
3 Ayat (2) | _______
Cukup jelas - _-;-
Ayat (3) |
Cukup jelas
Pasal 13
i Cukup jelas | | |
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pasal 14
Cukup jelas

pasal 15
Cukup jelas

pPasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas

" pPasal 23 LR S
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Pasﬂ' 23
cukup jelas

pasal 24
Gukup jelas

pasal 25
Cukup jelas
Pasal26 .
- Cukup j"ejés"‘w

e i

-
-

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 No
| I MOR7
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